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Selama hampir dua puluh delapan tahun eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia, dirasakan masih belum memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mulai tahun 2009 sampai November 2011dari semua perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang setiap tahunnya, lebih dari 50% mengajukan banding dan lebih dari 10% mengajukan kasasi. Banding dan Kasasi disini dijadikan sebagai indikasi bahwa pihak yang kalah dalam berperkara menolak untuk melaksanakan putusan dari pengadilan. Sebagai contoh Perkara Nomor: 46/G/TUN/2005/PTUN. Smg yang akhirnya tidak dapat dieksekusi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara akan dapat dikatakan berhasil, apabila putusan-putusannya dapatdilaksanakan oleh aparatur Tata Usaha Negara yang bersangkutan sesuaidengan isi Putusan Pengadilan tersebut. 

Permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana proses penetapan putusan dalam Perkara Nomor: 46/G/TUN/2005/PTUN. Smg. berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. (2) Bagaimana proses dan dampak eksekusi dalam Perkara Nomor: 46/G/TUN/2005/PTUN. Smg. berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut (1) untuk mengetahui bagaimana proses penetapan putusan dalam Perkara Nomor: 46/G/TUN/2005/PTUN. Smg. berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. (2) untuk mengetahui bagaimana proses proses dan dampak eksekusi dalam Perkara Nomor: 46/G/TUN/2005/PTUN. Smg.

Pendekatan peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian yang didapat adalahproses penetapan putusan Nomor: 46/G/TUN/2005/PTUN.SMG, proses acara yang digunakan acara cepat, putusan telah ditetapkan dan dibacakan dihadapan kedua belah pihak oleh hakim tunggal, dan salinan putusan telah dikirimkan kurang dari 14 (empat belas) hari. Proses eksekusi mengalami keterlambatan karena setelah putusan kasasi ditetapkan salinan putusan sampai pada Pengadilan Tingkat Pertama 15 (lima belas) bulan berikutnya. Proses eksekusi otomatis tidak bisa dijalankan karena keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pohijo adalah keputusan fiktif negatif. Proses eksekusi hirarkhis sudah dijalankan akan tetapi tetap saja tidak berhasil karena bagaimanapun juga eksekusi tetap tergantung pada kesadaran hukum Tergugat untuk mentaati putusan Pengadilan. Eksekusi upaya paksa tidak bisa dijalankan karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Dan keterlambatan eksekusi menunjukkan tidak terpenuhinya jaminan atas kepastian hukum yang merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang Pejabat Tata Usaha Negara. 

Berdasar hasil penelitian peneliti memberikan saran (1) Proses Acara Cepat yang  diterapkan dalam Pengadilan Tingkat Pertama sebaiknya diperhatikan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sehingga dalam proses Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali asas peradilan yang mudah, cepat, dan biaya ringan tetap terwujud. (2)Sebaiknya segera dibuat Peraturan Pemerintah terkait dengan tata cara pelaksanaan Uang Paksa dan Sanksi Administratif pada Pengadilan Tata Usaha Negara agar ketentuan dalam Pasal 116 ayat (4) dan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bisa segera diterapkan. (3)Sebaiknya dibentuk lembaga eksekutorial yang nyata di Peradilan Tata Usaha Negara yang fungsinya secara khusus menjamin dan mengawasi proses pelaksanaan putusan oleh Pejabat Tata Usaha Negara untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat







